SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 47 TAHUN 2018

#

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAD

Kl

DENGAN RAjH MAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,

Menimpang : a. bahwa berdasarkan, ketentuapn Pasal 13 ayat (1) huruf g
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Slpﬂ Pe_}abat Pembma Kepegawman masmg masmg
mstans1 menetapkan kode etlkr instansi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hur!.lf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
terrtang Kode Etik 'Pegawai Negeri Sipil di Lihgkungaﬁ
Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang
: Perpbentukgn Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadap
di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaraﬁ
Negara Republik Indpnesia Nomor 4344);;

2, Undang—Unf:lang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan iLembara,n Negara Republik Indonegia Nomar
5234); |

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
813;1 I\In:ega_‘rar Lembaran Negala Republik Indones1a Tahun
2014 Nomqr 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);




10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undané—
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaraﬁ
Negara Republik Indpnesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan ;_Iiwra Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipjl
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomgr
1 45?, Tambfahan Lﬁ;zmbaran ’Negara l‘\;epub]ik )Indonesig
Nomor 445Q);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sisfem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Iri:donesia “Tahun 2b08 Nomor 127, Tambahah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899];
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disjplin Pegawai Negeri Sipil I(Lembara'n Negara;. Republi;.}(
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomaqr 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran' Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

PerPturan femerintfih Nomc{r 11 Tal}un 201;? tentanﬁg
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahail
Lembaran Negara Regpublik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Daerah Kabupater:‘; Sekadaﬁl Nomor’i' 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Spsunan Perangkat
Daerah (Leﬁbmw Daerah Kabupaten Sekadau Tahun
20i6 Nomor 6, Tambahan Lembaran .Daerah Kabupateh

Sekadau Nomor 7);




Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1,
2,

Daerah adalah Kabupaten Sekadau.

Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati sebagai unsyr
penye}gn_ggara pemerintahan  daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahdn yang menjadi ke"ivenangah
daerah otonom. |
Bupatil adalah Bupati Sekadau.

Peran%kat Daefah ada}a}h unsur PembantuL Bupati gan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan déerah. I

Pegawai Negerin Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara 'Indonesia yvang ‘memenulii syarat’ tertentti,
diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap
oleh Pegjabat Pembina Kepegawaian untuk f;nendudu_ki jabatan
pemerintahan r .l

Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, perﬂa_ku, perbuatan,
tulisan dan ucapan hagi PNS di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sel;adau dglam melgksanakan tugas pokok dan
fungsi 'serta pergaulan hidup sehari- hari. i
Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat ad hoc bertugas
melakukan p@enegal{an pe]aksgnaan dan menyelesaikan
pelanggaran K@Pde Etik‘ oleh PN§ di linglf;;ungan Eﬁmerintaﬁ
Kabupaten Sekadau.

Terlappr adalah PNS yang didyga melakukan pelanggaran
Kode Etik.

Pelapor adalah seorang karena hak atau “kewajiban
berdasarkan = Peraturan perundang-yndangan haruls
memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang

telah atau sedgng adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.

(F5]




10. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertgi

permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak
PNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.

11. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggarap
Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami
sendiri.

12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang
d.isamf)aikan kepada Pédjabat yang berwenang tentang sedal‘iig
dan / telah terjadi pelanggaran Kode Etik.

13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis
yang disertai Permint&ian oleh Iopihak yang berkepentingap
kepada  Pejabat yang berwenang untuk dilakukan
pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan
pelang.garan Kode Etik.

14, Pelangigaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atal
perbuaitan /perilaku PNS yang bertentangan dengan butir—
butir jiwa korps PNS dan kode etik. .

15. Pejaba]: Yang‘; Ben&;enang ﬁidalah f’ejabat _l Pembina
Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau
pejabat lain yang ditunjuk.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian adglah Bupati Sekadau.

BAB II
RUANG LINGKUP
| Pasal 2
Ruang Lingkup Pergt‘uram Bupati ini t_erdjri dari:

a. maksyd dan tyjuan;

.  nilai-nilai dasat bagi PNS; !

c. Kode Etik PNS;

d. Majelis Kode Etik;

e hak de};n kewajijoan Terl,?por, PelaPor/ PengaTdu, dan ESaksi;
1 sanksi;

keputysan Majelis Kode Etik;

pengendalian da_n pengawasan;

o=

pembifyaan; dan




j-

kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik.

BAB II1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
dfﬂam berperilaku/Kode Etik bagi PNS.

Pasal 4

Kode Etik BNS bertujuan untuk:

a.

mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
menjag!njn kelancaran lclalam pel_aksan;_:u-mr tugas dan selal_}g
menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
dan

meningkatkan citra dan’ kinerja PNS.

BAB IV
I\{HLAI—NILAI DASAR BAGI PNB

Pasal 5

BNS harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:

o

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; °

kesetigan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945; | '.
semangat 11.asi(‘;3naiismeil -. ‘
mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan
pribadi, atau golongan:

ketaatan terhadap hokum dan ketentuan peraturaﬁ
perundang-undangan; ' ; ' ;

penghormatan terhadap hak asasi manusia;

tidak diskriminatif;

profesionalisme, netralitas, dan bgrmoral tipggi;




1y semangat jiwa korps;

I memelihara dan menjunjung tinggi standar etika vang luhur;

k. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada
publik;

.  memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dap
program pemerintah;

m. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap,
cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, daﬁ
santun; :

n. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;

o. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;

P mengwtamakar} pencapaian hasil dan rpendororztg kinerjﬁa
pegawai;

q. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan

o meningkatkan efektivitas  system  pemerintahan yang

demokratis sebagai perangkat sistem karier'’

BAB V
KQDE ETIK PNS
' i1

Pasal 6
Dalam pelgksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari
setiap PNS'wajib bersikap dan berpedoman pacia Kode Etik dalafn
bernegara, dalam bemrganisasi, dalam bermasyarakat, terhadap

diri sendiri, dan terhadap sesama PNS.

Pasal 7 |
Kode Etik dalam bernegara meliputi:
a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang-
' Dasar'1945; ' ' ' ’I' :
b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalarh Negara
Kesatyan Republik Indanesia; : | “ |
d. mentaati semua per%ituran perundang-undangan dalam
melaksanakan tugas;
e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan

i

pemerintahan j?ang bersih dan berwibawa;




menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek
korupsi, kolusi, dan nepotisme;

tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam
melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
menggunakan atau memanfaatkan semua sumber dayp
Negara secara efisien dan efektif; dan .

tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang

tidak benar.

Pasal 8

Kode Etik dalam berorganisasi melipufi:

a,

menjuhjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan
organigasi di atas kepentingan pribadi atau golongaﬁ;
menjunjung tinggi kehprmatan institusi dalam pelaksanaah
tugas gedinasap maupyn di luar Fedinasany; ‘
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan
perundang-undangan,; .

melaksanakan setiap k¢b1jakar1 yang ditetapkan oleh Pe}abat
Yang Berwenang, ]
bertanggung jawab atas pelaksanaan tuygas dan perintah
sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;

tidak menvampalkan dan menyebarluasklan 1nforma31 Var}{g
bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada
orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
menunjukkan | sikap kepemimpinan mejalui keteladanan,
ketulu'san dan kewibaxﬁ*aan dalam pelaksanaan tugas untuk
tu juali organisasi;

membangun etos kerja untuk meningkatkan Kkinerja
orgamsas1 _ ‘ |
menjalin kelj]asama secara kooperatif dengan unit kerja lain
yang terka1t daJam rangka pencapaian tujuan organisasi;
memiliki kompetenm dalarn pelaksanaan tugas;

patuh dan taat’ terhadap standar operasmna] dan taﬁa kerja;

mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam

rangka peningkatan kinerja organisasi; dan




m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 9

Kode Etik dalam bermasyarakat meliputi:

a.
b.

Kode Etik terhadap diri sendiri meliputi:
a.
b,

mewujudkan pola hidup sederhana,;

memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun
tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;

memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adjl
serta tidak diskriminatif;

bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran,
keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;

berperan aktif dalam! kegiatan:' sosial masyarakat untuk
kepentingan masyarakat umum; |

menunjukan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam
kehidu_pan berfpasyarakat; dan

berorit%ntasi k(%pada peiningkatatg kesejahgeraan n}asyaj‘ak%t

dalam melaksanakan tugas.
Pasal 10

jujur terhadap diri sendiri;

terbuka serta t}_':dak memberikan informasi yang tidak benar;
bertindak dengfm penuh kesunggphan dan ketulusan;
menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun
golongan;

berinigiatif untuk mgningkatk_gn kualitas pengetahuan,
kemarhpuan, kEterampilan, dan Qikap; '
memiliki daya juang yang tinggi;

memelihara kesehatan jasmani dan rohani;

menjaga keutupan dan r:keharmor?isan kelu.ﬁu'ga; dan

berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 11

Kode Etik terhadap sesama PNS melipiti:

a,

menghormati dan menjujung tinggi toleransi antar sesama,

suku dan uma‘;al beragama/kepercayaan;




h.

(1)

(1)

(4)

memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;

saling menghormati antara teman sejawat, baik secara
vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi,
maupun antar instansi;

menghargai perbedaan pendapat;

menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;

menjunjung tinggi kesetaraan gender;

menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama
PNS; dan

berhim‘pun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik
Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan

soliditgs Semua‘ PNS dalam mem}:ietjuangka:n hak-haknya.
+ ' } ’

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK
' A

Pasal 12
Untuk menegakkan Kode Etik di daerah, dibentuk Majelis
Kode Etik. |
Pembeptukan II!VIajelis Kode Etik sqsebagaimat:na dimalfsud padfl
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13
Keanggotaan Majelis Kdde Etik sebagaimana dimakwd dalam
Pasal 12 ayat (1), terdiri dari:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b.1 (sa%tu) orarl;g sekretalris mera_ngkap anggota; dan ;
c. Paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
Dalam, hal anggota Majelis Kode Etik berjumlah lebih dari 5
(lima) prang, maka jumjahnya harus ganjil.
Anggota Majelis Kode Btik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari Pejabat Yang Berwenang di bidan_g
kepegawaian, unsur kepegawaian, unsur pengawasan, dan
pejabat lain yang ditunjuk. . | ‘
Jabatain dan /.atau pangkat anggota Majelis Kode Etik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bgleh lebih
rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang




disangka melanggar Kode Etik, setidak-tidaknya pangkat

dan/atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 14

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang

Majelis Kode Etik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai

bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau tindakan

administratif kepada PNS yang melanggar Kode Etik.

Pasal 15

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:

da.

melakiikan petsidangafi dan menetapkan jenis Pelanggaran
Kode Etik;

membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan
adminjstratif kepada Pejabat Pempina Kepegawaian; dan
meny%mpaikax;l putuse_é,n sidan% Majelis ,_'Kode Etjk kepada

Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 16

Majelis Kode Etik ddlam melaksanakan tugas, berwenang untuk: |

a.

memanggil PNS untuk didengar keterangannya sebagai
Terlapor;

menghﬁadirkan : Saksi gntuk d.iqengar kqﬁterangan{lya guna
kepentingan pemeriksaan;

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor
dan Saksi meﬁgenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan
dengah dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor; |

memutuskan/menetapkan Terlépor terbukti atau tidak
terbukti melakukan Pelanggaran;'

memutuskan/menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti
melakykan Peiénggara@ Kode Etik; dan |

merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.
Pasal 17

Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik

10



(2)

2

untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan
mempelajari dan meneliti berkas Laporan/ Pengaduai_‘l
Pelanggaran Kode Etik;

b. menentukan jadwal sidang;

. menentukan Saksi yang perlu didengar keterangannya;

o o

.memimpin jalannya sidang;

D

. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;

bty

mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota
Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuska:;n
putusan sidang; |
g. menandatangani putysan sidang;

h.Merr}bacakany putusan sidang; c_‘ian

1. menandatangani berita acara sidang.

Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:

a. menyiapkan administrasi persidangan;

b.membuat dan mengirimkan' surat panggilan kepada
Terlapor/ Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi yang
diperlukan; |

. menyusun b?rita acara sidang;
W v a“

oy 0

.menyiapkan konsep putusan sidang;

D

. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;

b

menjbuat dan mengirimkan 1§ip0ran hasil sidang kepada

atasan Terlaiaor; dan' s ' I' :

g. menéndatangani berita acara sjdang.

Anggota Maje]ié Kode E‘éik berkewajiban:

a. mquaj ukan ;;pertanya}an kepacla Terlapoy dan S%ksj untuk
kepentingan sidang;

b.mengajukan saran kepada ketua Majelis Kode Etik baik
diminta ataupun tidak; dan I

c. rnen_gikuti rseluruh : kegiata@ persic}angan Itermasu}(

melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Pasal 18
Sidang Majelis' Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri
oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali
berturpt-turut. h |

Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

11




tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat
panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
(3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang

walaupun Terlapor tidak hadir dalam sidang.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
TERLAPOR, PELAPOR/ PENGADU, DAN SAKSI

Pasal 19
(1) Terlapor berhak:

a. mengetahui susunan keanggotaan l\/_Iajelis Igode Etik
sebelum pelaksanaan sidang;

b. menerima salinan berkas Laporan/ Peﬂgaduan baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) harl
kerja sebelum dilaksanakan s:dang, ¢ &

c. mengajukan pembelaan;

d.mengajukan Saksi dalam proses persidangan; dan

é: menfrima sa%inan pufusan side}ng 3 [tigsg} hari kerja setelap
keputusan dibacakan.

(2) Terlapor berke\z;fajiban:
| a. mel_menuhi semua panggilan,;

b. menghadiri'sidang; *

c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh ketua

dan anggota Majelis Kode Etik; | |

d. membenkan keterangan unfuk memperlancar jalannya

mdang Mayj ehs Kode Etik;
e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis
Ko;le Etik; éian

f. berlaku soﬁan.

Pasal 20
(%) Pelapor/ Pengadu berhak '
a. mengetahui tmdak lanjut Laporan / Pengaduan yang
disampaikan;
b. mengajukan Saksi dalam proses persidangan; dan

c. mendapatkan salinan berita acara pemeériksaan.’




(2)

Pelapor/ Pengadu berkewajiban :

a. memberikan identitas secara jelas;

b. memberikan Laporan/ Pengaduan yang dapat
dipertanggungjawabkan;

c. menjaga kerahasiaan Laporan/ Pengaduan yang
disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang;

d. memenuhi semua panggilan; |

e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya
sidang Majelis Kode Etik; dan . .

f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis
Kogi‘le Etik. |

!

Pasal 21

Saksi berkewajiban:

2
b.

C.

memenuhl semua panggxlan
menghadiri s1dang,
menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode
Etik; |
memb@nkan keterange}n yang Penar seguai denLgan vang
dlketahm tanpa dikurangi maupun ditambah;

menaati semua ketentuan yang dlkeluarkan oleh Majelis Kode
Etik; dan . I
bersikdp/ berperilaku sbpan.

Pasal 22
Dalam hal tid(ak terbpkti adar*va pelanggaran Iéode Etik
MaJehs Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bag1
Pelapor/ Pengadu kepada Pejabat Pembina Kepegawman
Penjatphan sapksi moral bagi Pelapor/ Pengadu d1tetapkap

i 1
sesuai dengan Peraturah Bupati i 1r11

BAB VIII
SANKSI

Pasal 23
PNS yang melakukan pelanggalan Kode Etik d]kenakap

H

sanksi moral.




(2)

(3)

(5)

Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
secara tertulis dan ditetapkan oleh Pejabat ' Pembina
Kepegawaian.

Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pernyataan secara tertutup; atau

b. pernyataan secara terbuka.

Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a disampaikan Pejabat Yang Berwenang dalam ruang
tertutup yang hanya diketahui oleh PNS yang berSangkuta:‘n
dan pejabat lain yang terkait, dengan syarat jabatan dan/
atau pangkat pejabat tidak boleh lebih ren.dah dari PNS yang
bersan;gkutan. | 1 ' |
Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huyuf b oleh Pejabat Yang Eemenané atau Pejabat lain
yang ditunjuk melalui: : . '
a. forum perterﬁuan resfni PNS;
b.upacara bendera; dan/ atau
C. papan pengumuman.

Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimalksud pada
ayat (?) harus:i disebutkan jenis ;pelanggalg_@n koder,etik yang
dilakukan oleh PNS. | :

Pasal 24

PNS yang melakukan Pelahggaran Kode Etik selain dikenakan

sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1),

dapat dikenakan tindakan administratif, atas rekomendasi Majelis

Kode Etik sesuai dengal} ketentyzlan pera}uran pFrundang-

undangan tentang Disiplin PNS.

(2)

BAB IX
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 25
Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah I_nemerikqi,a
PNS yang disangka melanggar Kode Etik.
Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang

bersangkutan (:jriberi kesempatan membela diri.

14 ;




(3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah
mufakét. |

(4) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan
sidang, membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita
acara sidang.

(5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara
terbanyak.

(6) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB X
PENGENDALJAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26
Pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan Kode Etik dﬂakukap

oleh Perangkat Daerah yang ‘membidangi manajémen PNS.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 27
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan
Bupatl ini - d1beban}<an pada Anggaran PendaPatan dan Belanla
Daerah Kabupaten Sekadau.

BAB XII
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN
KODE ETIK |

Pasal 28
Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik sebagaimana
tercantum dalam Lampiran |, Lamplran IT, Lamplran I1I, Lampiran
IV Lampirgn V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati jni.




BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Sekaday.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 9 Oktoher 2018

BUPATI SEKADAU,
D

RUPINUS

o

Diundangkan dj Sekadauy
pada tanggal 9 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,
TTD
ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 47




LAMPIRANI : PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 47 TAHUN 2018
TENTANG . KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SEKADAU

A. Format Laporan / Pengaduan Lisan

LAPORAN/ PENGADUAN LISAN

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama : : - T — (1)

NIP B A S S (2)

Pangkat/ Golongan O (3)

Jabatan SRR (4)

Unit Kerja T, (5)

IDENT{TAS TERLAPOR )

Nama - T (6)

NIP — (7)

Pangkat/ Golongan - (8)

Jabatgn S -.(9)

Unit Kerja . (10)

Nama dan Alamat Saksi :

T DNBTHE onpmons soce o msins s tims s v o i s ST T e S T e A T s (11)
Alamat ....... S S S T R YRR 8 111

2 INBITIA Lttt e (13)
ALGTEEE, oot s s S S s S R S B N A At (14)

.........................................................................................................

........................................................................................................

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan 181 laporan
dan d1perkuat dengan pernyataan para saksx di atas.

h

Pegawai Penerima Laporan Pelapor

Keterapgan Tata Cara Pengisian Format Laporan/Pengaduan Lisan:
(1)  diisi dengan Nama Pelapor; :
(2) diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pelapor
(3) diisi dengan Pangkat / Golongan Pelapor;
(4) diisi dengan Jabatan Pelapor;
(5) diisi dengan Unit Kerja Pelapor;

12




) diisi dengan Nama Terlapor;

) diisi dengan Nomor Induk Pegawai Terlapor;

) diisi dengan Pangkat / Golongan Terlapor;

) diisi dengan Jabatan Terlapor;

0} diisi dengan Unit Kerja Terlapor;

1) diisi dengan Nama Saksi 1 (satu);

(12) diisi dengan Alamat Saksi 1(satu);

(13) diisi dengan Nama Saksi 2 (dua);

(14) diisi dengan Alamat Saksi 2 (dua);

(15) diisi dengan Isi Laporan;

(16] diisi dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Laporan/ Pengaduan Lisan dibuat;
(1 7) diisi dengan Nama Pegawai Penerima Laporan;dan

(18) diisi derjgan Nama Pelapor.

18




B. Format Laporan / Pengaduan Tertulis

LAPORAN/ PENGADUAN TERTULIS

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR

NEmE =000 siisstemesessnmma (1)

NIP e, (2)

Pangkat/ Golongan ...l (3)

Jabakays B2 sswewansaaes (4)

BREREE =000 f ieinssimsmsmmees (5)

IDENTITAS TERLAPOR

Namia. === ccossaseesaeig (6)

NIP e, (7)

Pangkat/ Crolongan ....................... (8)

Jabatan 000 s (9)

Unit Kerja - (10)

Nama dan Alamat Saksi

Lo NAITIAL. . (11)
YT 1k T NER————————— o AN R B R G (12)

L o T, (13)
ALBITIAT. ..ot e e (14)

..........................................

...................................................................

Demlklan laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan isj laporan
dan d1perkuat dengan pemya’caan para saksi di atas.

Sekadau, ...........o....ll

Keterapgan Tatg Cara Pen gisian Format Laporan/ Pengaduan Tertuhs:
(1) . diisi derigan Nama Pelapor; ?
(2) diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pelapor;
(3) diisi dengan Pangkat / Golongan Pelapor;
(4) diisi dengan Jabatan Pelapar;
(5) diisi dengan Unit Kerja Pelapor;
(6) diisi dengan Nama Terlapor;
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(7) diisi dengan Nomor Induk Pegawai Terlapor;
(8) diisi dengan Pangkat / Golongan Terlapor;
(9) diisi dengan Jabatan Terlapor;

(10) diisi dengan Unit Kerja Terlapor;

(11) diisi dengan Nama Saksi 1 (satu);

(12) diisi dengan Alamat Saksi 1 (satu);

(13) diisi dengan Nama Saksi 2 (dua);

(14) diisi dengan Alamat Saksi 2 (dua);

(15) diisi dengan Isi laporan;

(16) diisi dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Laporan/ Pengaduan tertulis dibuat; dan
(17] diisi dengan Nama Pelapor.

BUPATI SEKADAU,
TTD

RUPINUS




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 47 TAHUN 2018
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SEKADAU

Format Keputusan Bupati Sekadau tentang Pembentukan Mejalis Kode Etik Pegawal
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 800/ ./BKPSDM-B/........

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KOPDE ETIK PEGAWA{ NEGERI SIPIL
. DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN, SEMDAU

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

BUPATI SEKADAU,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ..... ayat (.....)

Peraturan Bupati Nomqr ........ Tahun ..... ,- tentang Kode Etik Pegawgi
Negerl Sipil di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Sekadau perlu
membentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

1. Undang-Undang Nomor ..... Tahun FeAtANE souain (1)
. W NUUUAUNR. SSNCTRI. YR ST S— vt

3. Dst

L. Laporan | penBackiliil o e s s v 3(3)

2. Surat/Nota *Dinas ........... (AINGHIOT ~:viuisiom (5)Tanggal

-------------- (6)perihal Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil; : :

MEMUTUSKAN:

1 "
L 1

: Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan susunan keanggotaan
sebaga1mana tercantum dalam Lamplran Keputusan Bupati ini.

Tugas Majehs sebagalmana dzmaksud dalam dlktum KESA’[‘U

adalah:

a. melakukan pers1dangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode
Etik;

b. mgmbuat r@komendam pemberian sanksi maral dan, tindakap
administratif kepada Pejabat Yang Berwenang; dan




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan Yth :

c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat Yang
Berwenang.

Dalam melaksanakan tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam

diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk:

a. memanggil PNS untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;

b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna
kepentingan pemeriksaan;

c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor
dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan
dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;

d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti
melakukan pelanggaran; dan

e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan
pelanggaran Kode Etik; dan

f. merekomendasikan - sanksi moral dan tindakan
administratif. |

Majelis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan
kewaJlban sebagaimana diatur dalam ketentuan P,asal ...... Peraturap
Bupati Sekadau Nomot .... Tahun .... téntang Kode Etik' Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

1 i Ditetapkan di ..4............ (7)
pada tanggal s (8)

1. Menteri Rendayagupaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia di Jakarta;

.“39‘.‘-“7*'\“'995‘-"

Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;

Badan Kepegawaian Daerah Prov.Kalbar di Pontianak;
Inspektorat Kabupaten Sekadau di Sekadau;

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sekadau d1 Sekadau; dan

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.




LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU

800 / /BKPSDM-B/........
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

NO

NAMA / NIP

2

JABATAN

KEDUDUKAN ‘
DALAM MAJELIS. KETERANGAN__

3

4 S

Ketua '

Merangkap
Anggota

Sekretaris
mergngkap
Anggota ;

An égota

Anggota

Anggota

e

[~
L

» - »

BUPATI SEKADAU

(Nama Tanpa Gelar)




A

(8)
9

Keterangan Tata Cara Pengisian Format Surat Keputusan tentang Pembentukan
Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di ngkungan Pemerintah Kabupaten
Sekadau:
diisi dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara;
diisi dengan Undang-Undang vang berkaitan dengan Kode Etik PNS;
diisi dengan Laporan /Pengaduan baik secara lisan atau tertulis;
diisi dengan Surat/Nota Dinas SKPD yang mempunyai Tupoksi di B1dang
Kepegawaian (BKPSDM Kabupaten Sekadau);
diisi dengan Nomor Surat/ Nota Dinas SKPD yang mempunyai Tupoksi di Bidang
Kepegawaian (BKPSDM Kabupaten Sekadau);
diisi dengan Tanggal Surat/ Nota Dinas;
diisi dengan tempat ditetapkan;
diisi dengan tanggal ditetapkan;dan
-diisi derijgan Nama Bupati Sekadau.

B. Tata Cara Pengisian Format Kolom Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etlk Pegawal

il =

Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau

NAMA / NIP gum dengan Nama Lengkap dan Nomor Induk
, egawai
diisi dengan Jabatan yang diemban gesuai Surat]
JABATAN ] ff_(gputugan Pengdngkatan Jabatan Teﬁ‘akhlr
diisi dengan apa peranan atau kedudukan dalam
. Majelis Kode Etik misalnya sebagai Ketua
KEDUDUKAN DALAM "~ [Merangkap Anggota, Sekretaris Merangkap
MAJELIS - Anggota dan sebagai Anggota saja ]
KETERANGAN : |diisi apgbila ada keterangan tambahan

BUPATI SEKADAU,
TTD

RUPINUS
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LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 47 TAHUN 2018

TENTANG :  KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI * LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEKADAU

Format Surat Panggilan

SURAT PANGGILAN
NOMOR : ..o, (1)

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama T A R e B A SR S O A (2)
NIP T (3)
Pangkat . . L S (4)
Jabatan - U e (5)
85451 8 << | SR e R A T T T (6)

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:

Hari E anmansams BB R R VST R s (7)
Tanggal s PETR ettt A (8)
Jam S S S T S s 9)
Tempat F N R S S S SR A S (10)

untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan
pelanggaran kade etik tethadap ketentuan .........cc i, (11)

Demikian untuk dilaksanakan.

Sekadativ s wamas (12)
Ketua/Sekretaris

L {1:3)

NIP.... oo, (14)

Tembusan Yth :

---------------------------------------------------

Keterangan Tata Cara Pengisian Format Surat Panggilan :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

diisi dengan Nomor Surat Panggilan;

diisi dengan Nama Pegawai Negeri Sipil yang dlpanggll

diisi dengan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang dipanggil;
diisi dengan Pangkat Pegawai Nengeri Sipil yang dipanggil;
diisi dengan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diPanggﬂ;

diisi dengan Unit Kerjg Pegawai Negeri Sipil yang dipanggil;
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(7) diisi dengan Hari Pegawai Negeri Sipil yang dipanggil untuk menghadap
Majelis Kode Etik; '

(8) diisi dengan Tanggal Pemanggilan;

(9) diisi dengan Jam atau Waktu Pemanggilan;

(10) diisi dengan dimana Tempat Pemanggilan;

(11) diisi dengan Ketentuan Kode Etik yang dilanggar;

(12) diisi dengan tanggal, bulan dan tahun Surat Pemanggilan dibuat;

(13) diisi dengan Nama yang menandatangani Surat Pemanggilan;

(14) diisi dengan NIP yang menandatangani Surat Pemanggilan;dan

(15) diisi dengan kepada siapa Tembusan Surat Pemanggilan. !

BUPATI SEKADAU,
TTD

RUPINUS




LAMPIRAN IV
NOMOR
TENTANG

Format Berita Acara Pemeriksaan

PERATURAN BUPATI SEKADAU

47 TAHUN 2018

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEKADAU

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ....... (1) tanggal.....(2).bulan..(3) Tahun..(4) Majelis Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil berdasarkab Keputusan Nomor ..(5)...Tanggal....(6)
masing-masing. '

1.

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

. Nama

. NIP

Unit Kerja

. Nama

NIP
Pangkat

J abataj;t

~ Unit Kerja\
. dst.

Melakukan pemeriksaan terhadap:
O ————————— (13)
cvernnreeennenees (14)
s (19)

. Nama -

NIP
Pangkat
Jabatan

.....................................................

Uit Kera: ssumsuansnassnmsmmal 18)

karena yang bersang.kutan diduga telah melakukan pelaﬁggaran kode etik
ketentuan

.............. (17)

1. Pertanyaan :

.....................................................................................................................

...............




2. Pertanyaan :

......................................................................................................................

...................................................................................................................... (18)
Jawaban:
................................................................................................................ (19)
3. dst
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
Yang diperiksa :
Nama - 2 LRl B inis (20)
NIP P — (21)
Tanda tangan
Catatan :
Majelis Kode Etik :
Ketua
Nama - JR———— (22)
NIP. - e (22)
Tanda tangan nwsgrivvaiseiisg (So)
Sekretaris
Nama ¥ wonngoenmssmeesys (23)
NIP. D vveneseesanensesan] . (23)
Tanda tangan S (23)
Anggota
1. Nama Shsssprusesspisteas . (24)
NIP}{ SIE AU (24)
Tanda tangan T (24)
2. Nama E s . (29)
NIP;{ SRR (25)
Tanda tangan  :...coveeveenennns, (25)
3. dst-




Keterangan Tata Cara Pengisian Format Berita Acara Pemeriksaan:
(1) diisi dengan Hari Berita Acara Pemeriksaan dibuat;
(2) diisi dengan Tanggal Berita Acara Pemeriksaan dibuat:
(3) diisi dengan Bulan Berita Acara Pemeriksaan dibuat
(4) diisi dengan Tahun Berita Acara Pemeriksaan dibuat:
(5) diisi dengan Nomor Surat Keputusan Kode Etik PNS;
(6) diisi dengan Tanggal Surat Keputusan Kode Etik PNS:
) diisi dengan Nama Lengkap Anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa;
) diisi dengan NIP Anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa;
) diisi dengan Pangkat Anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa;
0) diisi dengan Jabatan Anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa;
1) diisi dengan Unit Kerja Anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa;
12) diisi dengan Nama PNS yang melakukan dugaan pelanggaran Kode Etik;
(13) diisi dengan NIP PNS yang melakukan dugaan pelanggaran kode Etik;
(14) diisi dengan Pangkat PNS yang melakukan dugaan pelanggaran kode Etik;
(15) diisi dengan Jabatan Pangkat PNS Vang melakukan dugaan pelanggaran
Kade Etik;
(16) diisi dengan Unit Kelja PNS yang melakukan dugaan pelanggaran Kode Etik;
(17) diisi dengan ketentuan yang dilanggar oleh PNS yang diduga melanggar
Kode Etik PNS;
(18) d11s1 dengan Pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Majelis Kode Etik;
(19) diisi dengan Jawaban yang dlpampmkfm oleh PNS yang diduga nplanggar
Kade Etik PNS;
(20) diisi dengan Nama PNS yang diperiksa;
(21) diisi dengan NIP PNS yang diperiksa;
(22) diisi dengan Nama, NIP dan Tapda tangan Ketua Majelis Kode Etik;
(23) diisi dengan Nama, NIP dan Tanda tangan Sekretaris Majelis Kode Efik;
(
(

(7
(8
©
(1
(1
(

24) diisi dengan Nama, NIP dan Tanda tangan Anggota Majelis Kode Etik; dan
25) dnpn dengan Nama, NIP dan Tanda tangan Anggota Majelis Kode Etik;

BUPATI SEKADAU,

s

TTD

RUPINUS




LAMPIRAN V. : PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 47 TAHUN 2018

TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SEKADAU

Format Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik PNS

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Kepada
WL, s s S a3 (1)

1

Di

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:

Pada hari jni ...... tanggal .......Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:
Nama D o R AR R A R R NN AR SR (2)

NIP T ——————————— (3)

Pangkat R R R R S B S S A A WS (4)

Jabatan D erovs n e i R R A S R S A RS R SRR (5)

Unit Kerja 2 o o Y T o e [6)

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ............ 4 DETUDA s (7)
Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari ............ tanggal ............, (8)

Majelis Kode Etik telah memufuskan bahwa PNS yang bersangkutgn untuk:
1) d1jatuh1 sanksi moral berupa pemyataan secara tertutup /terbuka karena

- melanggar Ketentuan .......oocoeiiiiiiiiiiii e /22 1 1 o [E— (9)
2] dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.

Sgbagai bphan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama
ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil/Perangkat
Daerah ........ (10)yang bersangkutan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya
sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

D S T (11)
Ketua
NAMA coovnmmmss G (12)
NIP oo, (12)
Sekretaris
NAMA i (13)
INIP oo (13)
Tembusan Yth :
S . (14)
B s R
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Keterangan Tata Cara Pengisian Format Rekomendasi Majelis Kode Etlk PNS:
(1) diisi dengan kepada siapa Tujuan Surat;
(2) diisi dengan Nama PNS yang diperiksa;
(3) diisi dengan Nomor Induk Pegawai yang diperiksa,
(4) diisi dengan Pangkat PNS yang diperiksa;
(5) diisi dengan Jabatan PNS yang diperiksa;
(6) diisi dengan Unit Kerja PNS yang diperiksa;
(7) diisi dengan ketentuan yang dilanggar dan berupa tindakan apa yang dilanggar;
(8) diisi dengan Hari dan Tanggal pemeriksaan (BA Pemeriksaan);
(9) diisi dengan ketentuan apa yang dilanggar dan diuraikan secara rinci;
(10) diisi dengan asal SKPD PNS yang sudah diperiksa;
(11) diisi dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Rekomendasi Majelis Kode Etik dibuat;
(12) diisi dengan Nama dan NIP Ketua Majelis Kode Etik PNS;
(13) diisi dengan Nama dan NIP Sekretdris Majelis Kode Etik PNS;dgn
(14) diisi dengan kepada smpa tembusan Surat Rekomendasi akan disampaikan.

1
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LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 47 TAHUN 2018

TENTANG . KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SEKADAU

Format Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Sanksi Moral

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 800 / '/ BKPSDM-B / ......
TENTANG
PENJATUHAN SANKSI MORAL

Menimbang . a. bahwa déengan Keputusan....... (1) Nomor... (2) tanggal..(3) telah
dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil untuk
memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
Saudara ........ 1y 115 S jabatan........... unit Ketja s (4) ;

b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal....(5)
SEREIE. . 7cvss (6] terbukti melakukan perbuatah yang
melanggar ketentuan dan memutuskan untuk ............ (7);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan penjatuhan
sanksi moral kepada saudara ..... (8] yang berupa pernyataan
tertutup/terbuka dengan‘Keputusan Bupati. ° 4

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ........:... Tahun-............. fad(9)
3. Peraturan Kepala BKN Nomor ............... Tahun .............. ;(10)
MEMUTUSKAN :
Menetapkan j ;
KESATU : Menyatakan Saudara :
Nama S SO (11)
NIP ® wuwes TR (11)
Pangkat 1 R (11)
Jabatan S (11)
Unit Kerja o, (11)




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Temlgusan Ytq :
1. ............. .

Terbukti melanggar Kode Etik PNS dan / atau Kode Etik Pegawai
Sebagaimana dalam Pasal ...... (12) berupa ......... W (13)

Menjatuhkan Sanksi Moral berupa .................. (14) kepada PNS
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.oumsiana (15)
padatanggal... e (16)

BUPATI SEKADAU,



*

Al

Keterangan Tata Cara Pengisian Format Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Sanksi
Moral :

(1) disi dengan Nama Surat Keputusan tentang Pembentukan Majelis Kode Etik;

(2) diisi dengan Nomor Surat Keputusan tentang Pembentukan Majelis Kode Etik;

(3) diisi dengan Tanggal Surat Keputusan tentang Pembentukan Majelis Kode Etik;

(4) diisi dengan Nama, NIP, Jabatan dan Unit Kerja PNS yang telah diperiksa;

(5) diisi dengan Tanggal Rekomendasi Majelis Kode Etik PNS;

(6) diisi dengan Nama PNS yang telah diperiksa;

(7) diisi dengan Sanksi apa yang akan diberikan kepada PNS yang melanggar Kode
Etik PNS;

(8) diisi dengan Nama PNS yang akan dijatuhi Penjatuhan Sanksi Moral;

(9) diisi dengan Peraturan pemerintah yang mengatur tentang Kode Etlk PNS;

(10) diisi dengan Peraturan Kepala BKN Nomor dan Tahun berapa yang mengatur
tentang Kode Etik PNS;

(11) diisi dengan Nama, NIP, Pangkat, Jabatan dan Unit Kerja PNS yang akan
dijatuhi Sanksi Moral,

(12) diisi dengan Pasal berapa yang dﬂanggartkﬂame%raﬁuan Bupati Sekadau
tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;

(13) diisi dengan pelanggaran apa yang dilanggar oleh PNS yang akan dijatuhi
Sanksi Moral,

(14) diisi dengan Sakm_hkwalyang akan dijatuhi terhadap PNS yang melanggar

~ Kode Etik PNS:

(15) diisi (_!lengan Nama Tempat dikeluarkannya Surat Keputusan Penjatuhan
Sanksi Moral,;

(16) diisi dengan Tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Penjatuhan Sanksi
Moral;

(17) diisi dengan Nama Bupati Sekadau tanpa gelar ;dan

(18]dnm_dengan k¢pada ﬁapa uﬂnbusan Surat Penjatuhan Sanksi hknﬁlakan
dzsampmkan i ; i A
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LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR . 47TAHUN 2018
TENTANG . KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SEKADAU

Format Berita Acara Penyampaian SK Bupati tentang Penjatuhan Sanksi Moral.

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL

Pada hari ini oersns (1) Tanggal ....... (2) Bulan ........ 1 0 e < RS (4) saya:
Nama ] TR ,(5) '

NIP T ,(6)

Pangkat/Gol. Ruang T A7)

Jabatan S ——— (8)

telah menyampaikan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor .................... ,(9)
Tatiggal ..o (10) tentang Penjatuhan Sanksi Moral berupa ..................... {11)
kepaﬁaz ' : ' ' ’ '

Nama o (12)

NIP RN ,(13)

Pangkat/Gol.Ruang S mnmsssin LR (14)

Jabatan B oammnmms (15)

Yang menerima, Ylgmg menyerahkan,
..................................... (16) sEpgmsps s Tsaras 1))
NIP. ........... S (16) NIP. (i (17)

Saksi:
........ T sy
i 1 SO SO (18)
35
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Keterangan Tata Cara Pengisian Format Berita Acara Penyampaian Surat Keputusan
Bupati Sekadau tentang Penjatuhan Sanksi Moral:
(1) diisi dengan Hari Penyampaian Surat Keputusan Bupati Sekadau tentang
Penjatuhan Sanksi Moral;
(2) diisi dengan Tanggal Penyampaian Surat Keputusan Bupati Sekadau tentang
Penjatuhan Sanksi Moral;
(3) diisi dengan Bulan Penyampaian Surat Keputusan Bupati Sekadau tentang
Penjatuhan Sanksi Moral,
(4) diisi dengan Tahun Penyampaian Surat Keputusan Bupati Sekadau tentang
- Penjatuhan Sanksi Moral;
(5) diisi dengan Nama PNS yang menyampaikan Surat Keputusan Bupati Sekadau
- tentang Sanksi Moral;
(6) diisi dengan NIP PNS yang menyampaikan SK Bupati Sekadau tentang
Penjatuhan Sanksi Moral;
(7) diisi dengan Pangkat/Gol.Ruang PNS yang menyampaikan SK Bupati Sekadau
tentang Penjatuhan Sanksi Moral;
(8) diisi depgan Jabatan PNS yang menyampaikan SK Bupati Sekadau tentang
Penjatuhan Sanksi Moral:
(9) diisi denngan Nomor Surat Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Sanksi Moral;
(10)diisi dengan Tanggal Surat Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Sanksi Moral;
(11)diisi dengan Penjatuhan Sanksi Moral apa yang dijatuhi kepada PNS yang
melanggar Kode Etik PNS;
(12)diisi dengan Nama PNS yang dijatuhi Sanksi Moral;
(13)diisi dengan NIP PNS yang dijatuhi Sanksi Moral;
(14)diisi dengan Pangkat/Gol.Ruang PNS yang dijatuhi Sanksi Mora]
(15)diisi dengan Jabatan PNS yang dijatuhi Sanksi Moral;
(1p)diisi dengan Ns}ma dan NIP PN§ yang menenma Surat Keputusan Bupati
Sekadau tentang Penjatuhan Sanksi Moral;
(17)diisi dengan Nama dan NIP PNS yang Menyerahkan Surat Keputusan Bupati
Sekadau tentang Penjatuhan Sanks1 Moral,;
(18)diisi aengan Nama dan NIP PNS yang ditunjuk sebagai saksi dalam
penyampaian Surat Keputusan Eupam Sekadau tentang Penjatuhan Sanksi
Moral: - :
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